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ABSTRAK 
 

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul “Analisis Yuridis 
Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor : 1218/Pdt.G/2013/Pa.Ngj. 
Tentang Pemberian Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz Kepada Ayah.” Penelitian 
ini bertujuan menjawab pertanyaan: Bagaiamana dasar hukum dan pertimbangan 
hakim terhadap pemberian hak asuh anak belum mumayyiz kepada ayah dalam 
putusan putusan Nomor : 1218/Pdt.G/2013/Pa.Ngj.? Bagaimana analisis yuridis 
dalam putusan Nomor : 1218/Pdt.G/2013/Pa.Ngj.?. 

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Data penelitiannya bersifat 
kualitatif, diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi  serta selanjutnya 
dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif. 

Hasil yang dapat diambil dari penelitian ini, bahwa pertimbangan dan dasar 
hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan perkara h}adh}a>nah pada kasus 
yang diangkat oleh penulis berdasarkan rasa keadilan dan sesuai dengan 
kepentingan si anak. Sedangkan dasar hukum yang digunakan oleh hakim adalah 
Pasal 41 (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang 
berbunyi: “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 
anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.” Dan sebagaimana 
ketentuan pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sehingga 
hakim memberikan hak asuh ANAK1 kepada ayah dan ANAK2 kepada ibu, 
sebagaimana bukti T.6. 

Di dalam UU perkawinan No. 1 tahun 1974 pada pasal 45 ayat 1 dan 2 
yang menjelaskan tentang pengasuhan anak yang berbunyi; 1 kedua orang tua 
wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya.2 kewajiban orang tua yang 
dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat 
berdiri-sendirikewajibab itu berlaku terus antara kedua orang tua putus selain itu 
pasal 45 ayat (2) undang-undang perkawinan nomor. 1 tahun 1974 yang 
merupakan kesinambungan dari pasal 41 (a) UU No 1 tahun 1974 yang 
menerangkan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 
anak-anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak bilamana ada 
perselihan mengenai pengusaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.  
Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran: Pertama, 
Walaupun telah terjadi perceraian antara suami isteri, anak harus mendapatkan 
perlindungan hak secara jasmani, rohani, maupun social dari orang tuanya, ini 
dilakukan agar kemaslahatan anak tetap terjaga dan kebutuhan anak tetap 
terpenuhi. 
 Kedua, Sebaiknya pemerintah lebih gencar lagi dalam mensosialisakan Undang-
Undang perkawinan, agar masyarakat umum mengetahui betapa pentingnya arti 
sebuah perkawinan sehingga mempersulit terjadinya perceraian, karena dari 
perceraian tersebut selain berakibat negatif terhadap kedua belah pihak juga 
dampak terhadap anak hasil perkawinannya. 
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